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BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 5 Agustus 2020

: YOOMTKAB—SETNIII!QOZOIGq? Kepada Yth.:
: 1

Biasa . Kepala SKPD di lingkungan

1 (satu) berkas Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- Penyampaian Perubahan Peraturan 2. Direktur BUMD Kabupaten Bengkalis

KPK tentang LHKPN 3. Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis

di -
Tempat

Meneruskan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
nomor B/3591/LHK.00/01-12/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perubahan
Peraturan KPK tentang LHKPN, diinformasikan bahwa Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara. Beberapa penyempurnaan yang diatur dalam
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 antara lain mengenai :

1. Mediz Penyampaian LHKPN ;

2. Posisi harta ;

3. Kelengkapan Dokumen Pendukung ; dan
4. Tanda Terima LHKPN

Sejak diundangkan pada tanggal 5 Juni 2020, Peraturan KPK Nomor 02
Tahun 2020 telah berlaku, namun demikian khusus bagi LHKPN yang
disampaikan pada tahun 2020, proses verifikasi tetap dilakukan berdasarkan
ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk
menginformasikan hal tersebut kepada seluruh Wajib Lapor LHKPN di
lingkungan unit kerja Saudara (salinan Peraturan terlampir).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Plh. BUPATI BENGKALIS
Sekretaris Daerah,

—————

H. BUSTAMI HY, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640907 198603 1 009

Tembusan :
Yth. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK - Rl di Jakarta

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712 Provinsi Riau
Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 Website : www.bengkaliskab.go.id
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KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPS!
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : & bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna
terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan
pengumuman laporan haria kekayaan penyelenggara
Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan
yang lebih komprchcnsif;
b. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara periu disesuaikan  guna
mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat
terlaksana dengan lebih efisien dan efektif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisl Pemberantasan Korupsi tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang ‘Tata Cara



e

Pendaftaran, Pengumumarn, dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat AL Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

o

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negare Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor o7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumurman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 985);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPS!I NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

s il i




Pasal l
an dalam Peraturan Kornisi Pemberantasan

07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
dan Pemeriksaan Harta

Beberapa ketentu

Korupsi Nomor
Pendaftaran, Pengumuman,

Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Ne
un 2016 Nomor 985), diubah sebagai berikut:

gara Republik

Indonesia Tah

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga perbunyi sebagai

berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan :
g selanjutnya

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yan

disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

ana telah beberapa kali diubah,
Undang Nomor 19 Tahun

Korupsi sebagaim
terakhir dengan Undang-
2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Tindak Pidana Korupsi

kali diubah, terakhir

Pemberantasan
sebagaimana telah beberapa
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
bat setingkat Eselon
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3. Deput Pencegahan adalah peja
1 yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan,

E membawahkan para direktur dan pegawal di
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Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang :
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Istri/Suami adalah seseorang yang terikat
hubungan perkawinan menurut hukum masing-
masing 2gamenyve dan kepercayeannye sesuail
pranman perunceng-Tmdongcn

Anzk Tanggungan adalah anzk kandung, anak tir,
anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai
atau mendapatkan bantuan finansial dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan
dasar maupun  kebutuhan lainnya  dari
Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya
yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak
Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama
Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak
Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh
sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah
laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun
tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang
uraian dan rincian informasi mengenai Harta
Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran,
dan data lainnya atas Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara.




10.

11.

12.
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Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada Komisi.

Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun
tidak terbatas pada dokumen elektronik yang
diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara
sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah
memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan
LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh
Penyelenggara Negara danfatau Komisi kepada
publik.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan
kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan
LHKPN.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 4

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN

kepada Komisi yakni pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara
pada saat pertama kali menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun
sebagai Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun; atau

d. masih menjabat.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a sampai dengan huruf ¢ wajib disafnpaikan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung

sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai

Penyelenggara Negara.



(4)

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu)
tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31
Desember tahun laporan.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon

Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan diwzjibkan untuk
melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi

Penyelenggara Negara.

Pasal S dihapus.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik
melalui laman resmi Komisi.
Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama;

b. jabatan;

c. instansi;

d. tempat dan tanggal lahir;

e. alamat;

f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak
Tanggungan maupun bukan Anak
Tanggungan;

g Jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan
serta pemanfaatan Harta Kekayaan;

h. besaran penerimaan dan pengeluaran;




N

i, surat kuasa mendapatkan data keuangan
dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu
Tanda Penduduk; dan
j.  surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
(3)  “Dihapusi
(4) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 7
{1) Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas
LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.
(2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti
ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN
termasuk surat kuasa mendapatkan data

keuangan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi
administratif kepada Penyelenggara Negara paling
lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN
disampaikan.

(2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan
penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi
akan menyampaikan pemberitahuan kepada
Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari
LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau
dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

(3) Penyelenggara Negara wajib melakukan pcrbaikan
dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).
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(4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka
penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan
LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari
kerja berikutnya.

(5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN yang
disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat
diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan
dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 LHKPN
dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda

Terima kepada Penyelenggara Negara.
(2) Format Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh
Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2
(dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima
Tanda Terima dari Komisi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-
elektronik melalui media pengumuman resmi

Komisi dan/atau instansi.




10.

i

(3)

= G

Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 11 dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 16
Pemeriksaan oleh Komisi dilaksanakan berdasarkan
surat tugas yang ditandatangani oleh Deputi
Pencegahan atau pejabat lain yang ditunjuk.
Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Komisi dapat

meminta bantuan tenaga ahli/profesional.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2}

(3)

Pasal 19
Komisi dapat melakukan kerja sama dengan
lembaga/instansi terkait pelaksanaan Peraturan
Komisi ini.
Komisi membuka akses dan menerima informasi
publik terkait Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata
cara permintaan dan penerimaan data yang
ditetapkan oleh Komisi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendaftaran
dan pengumuman LHKPN, Komisi dapat meminta
lembaga/instansi terkait untuk membentuk Unit
Pengelolaan LHKPN.
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Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 21

(1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan
LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini,
maka Komisi dapat memberikan rekomendas;i
kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga
tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk
memberikan sanksi administratif kepada
Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan
tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat
dikenakan sanksi sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(3) Komisi membuka akses informasi data kepatuhan
pPenyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau
non-elektronik melalui media resmi Komisi,

Pasal ]I
Pada saat peraturan Komisi ini mulai berlaku, LHKPN
yang disampaikan pada Tahun 2020 tetap diverifikasi
sesual dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Komisi inj mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Y Juni 2020

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
LIK INDONESIA,

S~

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPL?U&HNDON ESIA,
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LAMPIRAN |
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
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KETUA KOMIS] PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

FIRLI BAHURI
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LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMIS]
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
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REPUBLIK INDONESIA,
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